s SALINAN

| PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GCUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang . a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang — undang Nomor 34
Tahun 2000 tcntang Porubahan atas Undang — undang No.138

: ‘tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat

. penambahan objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu
termasuk bahan bakar yang digunakan Kendaraan di Atas Air
maka Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermoior pertu disesuaikan.

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf a perlu mengatur kembali Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat . 1. Undang — undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 1550 ieniang Pembentukan Daerah Propinsi
| (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Ncgara Nomor 1103).

[

‘ Tndang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

3. Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (I.embaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848).

5. Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara ‘1ahun 2000 Nomor 246

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ).

| 6. Peraturan ...
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Dacrah (Lembaran Negara Tabun 2001 Nomor 118 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138).

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tzhun 1999 tentang Tehnik
Penyusunan Peraturan Perundang — undangan, dan Bentuk

; RmcanganUndang-Undang,RmcmngerMmPemer’nmh

i , dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tabun

1999 Nomor 70 ) ;

" & Peraturan Daersh Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001

' tentang Dinas — Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara
( Lembaran Dacrah Tahun 2001 Nomor 3 )

Dengan Persetujuan.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menctapkan . PERATURAN DAFRAH PROPINSI SUMATERA UTARA
. 5 TENTANG PAJAK BAIIAN BAKAR KENDARAAN
' BERMOTOR.

BABI1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Propinsi Sumatera Utara.

b. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

¢. Kopala Dacrah adalah Gubernur Sumatera Ulara.

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Dacrah Propinsi Sumatera Utara.

. ¢. Pajak Dacrah yang selanjutnya discbut Pajak adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh

: orang pribadi_atzu Badan kepada Dacrah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapatl dipaksakan berdasarkan peraluran perundang-undangan yang berlaku,
yang digunakan untuk membiayai Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pembangunan
Daerah.

f Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan olch
peralatan tcknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat — alat berat dan alat — alat besar yang bergerak .

¢ Kenderaan di Atas Air, adalah semua Kendaraan yang di gerakkan olch peralatan
tchnik berupa molor alau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah sualu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kenderaan yang bersangkutan yang
digunakan di atas air (laut, danau, sungai dan penycbrangan).

k. Bahan Bakar ...
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. BalmBakarKcndaraanBennotoradalahbahmbakaryangdjgmakanlmm
menggerakkan Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air yaitu bensin,
solar dan bahan bakar gas.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Uymum yang selanjutnya disebut SPRUJ adalah tempat
penjualan/pengisian bahan bakar untuk Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas

Air.

Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produaen bahan bakar, yaitu
Pertamina dan atau produsen bahan bakar lainnya.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya discbut pajak adalah pajak
atas Bahan Bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan
Bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan Kendaraan di Atas Air.

Subjek Pajak adalah konsumen bahan bakar Kendaraan Bermotor dan bahan bakar
Kendaraan di Atas Air.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang (idak melakukan usaha yang melipuli perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atan
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan
lainnya.

Wajib Pajak adalah penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor dan bahan bakar
Kendaraan di Atas Air.

. Masa Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim
atau jangka lainnya yang ditctapkan dengan Kcputusan Kcpala Dacrah.

. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tabun takwim
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
takwim.

. Bagjan Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 ( satn ) Tahun Pajak.

. Pajakyangtemtangadalahpajakyanghamsdibayarpadasuatusaat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

. Pemungutan adalah snatu rangkaian kegjatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Putusan Banding adalah kctctapan badan peradilan pajak atas banding tcrhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan olch Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat SPTPD adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak yang terulang, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau
harta dan kewajiban menurut peraturan perundang — undangan perpajakan daerah.

v. Surat setoran ...
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v. Surat Setoran Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyctoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran fain yang ditetapkan oleh
Kepala Dacrah.

w. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang sclanjutmya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumiah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok paijak, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar. ‘

y. Surat Ketetapan Pajak Daecrah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat ketctapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang ditetapkan. ‘

z Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang sclanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat kctctapan pajak yang mencntukan jumlah kclcbihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak scharusnya

aa. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang sclanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

bb. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

cc. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan tethadap Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Dacrah Kurang Bayar Tambahan , Surat Ketctapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

dd. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan/atan kekeliruan dalam penetapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang — undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat
Kctotapan Pajak Dacrab, Surat Kctctapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ‘I'ambahan, Surat Ketetapan Pajak Dacrah
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Dacrah.

ec. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukii itu membual
terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi dan menemukan
tersangkanya.

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pmak atas bahan bakar
Kendaraan Bermotor yang disediakan atan dianggap untuk Kendaraan Bermotor
tcrmasukbahanba}:armmszcndm'mdi Atas Arr.

‘ Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dxsedlakan atau dianggap
dignmakaendaraaannotortexmasukbahmbakaryangdiglmakanunmk
Kcndaraan di Atas Air.

(2) Bahan Bakar
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(2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
bensin, solar dan bahan bakar gas.
| Pasal 4

(1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar
Kendaraan Bermotor dan bahan bakar Kendaraan di Atas Air.

(2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah penyedia bahan bakar
Kendaraan Bermotor dan penyedia bahan bakar Kendaraan di Alas Air.

(3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan olech Penyedia Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor. ‘

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARTIP PAJAK DAN CARA
- PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dagar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan
bakar Kendaraan Bermotor.

(2) Harga jual scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).
Pasal 6
Tarip Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 7

Besarnya pokok ﬁajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 5. ‘ e

BABIV

WILAY AH PEMUNGUTAN
Pasal 8

(1) Wilayah pomungutan pajak adalah di Wilayah Dacrah tempat SPBU borada.
(2) Pajak dipungut diwilayah Daerah.

BABYV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 9
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10 ,
Saat pajak terutang adalah pada saat penerbitan Surat Perintsh Pengeluaran Barang
(Delivery Order) bahan bakar Kendaraan Bermotor dari penyedia kepada lembaga
Penyatur dan konsumen langsung Bahan Bakar.

BAB VI ...




BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Bank persepsi.

(2) Pemungutan pajak dilakukan olch Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(3) Pemungutan pajak dilakukan pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang
( Delivery order ).

(4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib menyetor hasil pungutan pajak
dengan menggunakan SSPD kerckening Kas Dacrah pada tanggal dan bulan
berikutnya.

(5) Dalam hal jatuh tcmpo penyctoran pada hari libur, maka penyctoran dilakukan pada
hari kerja berikutnya.

Pasal 12
(1) Pembayaran pagak harus dilakukan sckaligus atau lunas.

(2) Pajak yang terutang dilunasi sclambat-lambatnya 1(satu) bulan scjak dnerbltkan
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putisan Banding yang meﬁyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah.

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetnjuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
scbulan.

(4) Tata cara penyetoran dan pelaporan, pengalokasian biaya pem\mgutan tempat
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan
Kepala Dacrah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

(1) Sctiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olchnya.

(3) SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas Pendapatan
Dacrah sclambat—lambatnya 15 (lima bclas) hari sctclah berakhimya masa pajak.
Pasal 14

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sekurang-kurangnya menuat:

a. Nama dan alamat lengkap Wajib Pajak.
b. Wilayah penyaluran bahan bakar.

e Jenis...




¢. Jenis, harga jual dan jumlah bahan bakar yang diserahkan olech Wajib Pajak
kepada SPBU di wilayah Dacrah.

d. Jumlah pajak lerutang.

() Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan SPTPD scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah bﬁpedomaﬂ kepada Keputusan Menteri
Dalam Negeri.

BAB VIII
PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang herdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah tanpa menggantungkan pada adanya Surat
Ketctapan Pajak.

Pasal 16

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah
dapat menerbitkan D

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :

1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar.

2) Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Kepala
Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.

3) Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data
baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumiah pajak yang terutang.

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atan pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

(2) Jumlah kckurangan pajak yang tcrutang dalam Surat Kcictapan Pajak Dacrah Kurang
Bayar sebaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan scbesar 100% (scratus persen) dari _]nmlah kekurangan
pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumiak ...




(5) Jumlah pa_;ak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) scbulan dihitung dari
pajak yang kurang atan terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung scjak saat terutangnya pajak.

Pasal 17
(1) Kcpala Dacrah dapat mencrbitkan Surat Tagihan Pajak Dacrah apabila :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. |
b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salzh hitung. -
¢. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Taghm Pajak Daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15
(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. :

(3) Surat Ketetapan Pajak Dacrah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih
melalui Surat Tagihan Pajak Dacrah.

(4) Bentuk, isi dan Tala cara penyampaian STPD dilctapkan olech Kepala Daerah.

BABIX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak

atau kurang dlbayar oleh Wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat
Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan pcratman perundang-
undangan yang bcrlakn.

(3) Dalam rangka kcgiatan pcmungutan pajak dacrah dapat diberikan biaya pemungutan
sebesar 5 % ( lima persen ).

(4) Pedoman t:mtang alokasi biaya pemungutan scbagaimana dimaksud dalam ayat (3)

pasallmdrtetapkmdenngepuNsmMmﬁenDalmNeg@nde&ganpemmbangan
Menteri Kcuangan.

BABX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasul 19

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat
yang ditunjuk atas suatu :

a Surat...




Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

Surat Kctctapan Pajak Dacrab Kurang Bayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

Pemolongan alau pemungutan olch pihak keliga berdasarkan peraluran
perundang-undangan perpajakan daerah yang berlakn.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan —
alasan yang jelas :

N N

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan,
Waijib Pajak harus dapat membukiikan ketidak benaran ketetapan pajak terscbut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipcouhi karcna di loar
kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, schingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan
pajak.

Pasal 20

(1) Kepala Dacrah dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Dacrah atas keberatan dapat berupa mencrima scluruhnya atau
scbagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala
Daerah tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding, hanya kepada Badan
Penyclesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai- keberatannya yang
ditetapkan oleh Kepala Dacrah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disjukan sccara teriulis dalam
bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan pajak.

Pasal 22 ...
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Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan bandmg dikabulkan scbagian atau
sclurubmya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sehesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.

BABXI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Kepala Dacrah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan
SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kckeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Daerah dapat :
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan

kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
dacrah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan

karcna kcsalahannya.
b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau
pembatalan ketctapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Keputusan Kepala Daerah. 1

BAB X1I -
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Paxal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah

~ atan Pcjabat yang ditunjuk tidak mcmberikan kcputusan, pcrmohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak dianggap di kabulkan dan SKPDLB barus diterbitkan
dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak

schbagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhilungkan uniuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud. :

(5) Pengembalian ...
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SPKDLB dengan mencrbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) scbulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan pajak.
Pasal 25

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan tertulis kepada
Kepala Daerah sekurang-kurangnya dengan menycbutkan :

Nama dan alamat Wajib Pajak

Masa Pajak

Besarnya kelebihan pembayaran pajak
Alasan yang jelas.

peop

(2) Permohonan  pengembalian  kelebiban  pembayaran pé:jak disampaikan sccara
langsung atan melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat dacrah dan atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat diterima oleh Kepala Daerah.
BAB XIII
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 26 |
Hasil Penerimaan Pajak ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk Daerah sebesar 30% ( tiga puluh persen)

b. Untuk Daerah Kabupaten / Kota di Wilayah Daerah mcmpemlch 70% (tujuh puluh

persen) dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Kabupaten / Kota yang

bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar dacrah Kabupaten / Km.

c. Persentase Penerimaan pajak untuk Kabupaten/Kota pada butir (b) diatas untuk’ aspck .  ‘(‘{

pmnerataandanpotcnsmkandxamr lebih lanjut oleh Kepala Daerah. |

BABXIV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka mkm

5 (lima) tahun terhilung sejak saal ferulangnya pajak, kecuali apabila Wajib Ba_}ak

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kadaluma
11




(2) Kadaluwarsa penagihan pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila :

a. Diterbitkan Suratl Teguran dan Sural Paksa atau.

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
| Pasal 28
(1) Wajib pajak ya;ig memenuhi kritcria tertontu wajib menyclenggarakan pembukuan.

(2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan
ditetapkan olch Kepala Dacrah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam
Negeri. :

Pasxal 29

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji pemenuhan
kewajiban perpajakan dacrah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan dacrah. '

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : ,

a. Memperiihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang
ferulang,

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
periu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

¢. Memberikan keterangan yang diperiukan.

(3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Képala Daerah dengan
berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, scgala
scsuatu yang dikctahui atau diberitahukan kepadanya olch Wajib Pajak dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, kecuali scbagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

(2) Larangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang
diunjuk olch Kepala Daecrah untuk membaniu dalam pelaksanaan peraluran
perundang-undangan perpajakan Daerah, kecuali sehagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan.

(3) Untuk kepentingan ...
12.




(3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis pada
pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan ketcrangan,
memperlihatkan bukti fertulis dari atau {enlang wajib pajak pada pihak yang
ditunjuknya.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas
permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata,
Kepala Dacrah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli scbagaimana dimaksud pada
ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(5) Permintaan hakim scbagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menycbutkan nama
terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara

porkara Pidana atau Perdata yang borsangkutan dengan ketcrangan yang diminta
terscbut.

BABXVII
"KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
schingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tabun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang
terutang,

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak longkap atau mclampirkan kctcrangan yang tidak benar
schingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
1ama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang
terutang,

Pasul 32
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal 31 tidak dituntut
setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun scjak saat terutangnya pajak atau
berakhimya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun
Pajak.
BABXVIII
PENYIDIKAN
Pasal 33
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Dacrah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan daerah scbagaimana dimaksud dalam Undang — undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

| (Z2) Wewenang ...
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(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Mencrima,‘mcncari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atan laporan
burkenaan dengan lindak pidana di bidang perpajakan dacrah agar kelerangan
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Mmelﬁ,mcncmidmmmglmﬂkanketexmgmmcngmaiorangpﬁbadim
bfudmmnmqgkebmmpelbuatmymgdﬂakukmsehubmgmdengmﬁndak

c. Memintakewrangmdmbahanbukﬁdmiorangpﬁbadiataubadansehubmgm
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah .

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah .

e. Meclakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen — dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut.

I Memhﬂabanluanlemgaahﬁdalmnrmgkapelaksanaanlugaspenyidikmﬁmlak
pidana di bidang perpajakan daerah .

g Menyuruh berhenti dan / atau melarang sescorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan/ataudokmnenymgdibawasebagaﬁnanadimaksudpadahmfe.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi. ’

). Menghentikan penyidikan. ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan dacrah menurut hukum yang dapat dipertangeung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum mclalui
penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dacrah. :

Pasal 35
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera
Utara Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(Lembaran Dacrah Propinsi Sumatcra Utara Nomor 31 Scri A Nomor 3 Tahun 1998)
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36 ...
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Pasal 3¢

Peraturan Dacrah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan

Dacrah ini dengan penempatannya dalam Iembaran Dacrah Propinsi Sumatera Utara.

Dnsahkan di Medan
pada tanggal 30 Juli 2002

GUBERNUR SUMATERA UTARA
dto
T. RIZAL NURDIN

Diundangkan di Medan

pada tanggal 2 -9 - 2002

....................

SEKRIETARIS DAERAH PROPINSI

~

Drs. AMRUN DAULAY, MM
PEMBINA UFfAMA .
NI, 400016973

Lembaran Dacrah Propinsi Sumatera Utara

.........
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUNIATERA UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2002
TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
I. Umum

Bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, maka Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.
Penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu ditekankan prinsip - prinsip
demokrasi, peran  serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan
akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

® Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang
penting guna membiayai penyelenggarasn pemerintahan Daerah dan
pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas,
nyata dan bertanggung jawab.

Alas dasar ini semus, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan
perkembangan keadaan. Pengaturan pemungutan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Propinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1998 yang berpedoman
kepada Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sehingga
@ amanat dari Undang - Undang dan Pcraturan Pemerintah terscbut untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna, peningkatan pelayanan kepada
masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Derah dapat diwujudkan.

IL Pasal demi Pasal
Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ...

16.




Pasal 3

ayat(1)

ayat (2)

Pasal 4

ayat (1)
ayat (2)

Ayat (3)
Pasal 5

Ayat (1)

Ayat (2)
Pasal 6

. yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk

Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang
diperoleh melalui, antara lain, Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum ( SPBU ), Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum untuk Kendaraan di Atas
Air. '

: Termasuk dalam pengertian bensim adalah, antara

lain, premium, premix, bensin biru, super TT.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan penyedia bahan bakar
" Kendaraan Bermotor adalah produsen bahan

bakar Kendaraan Bermotor yaitu Pertamina
dan/atau produsen bahan bakar lainnya.

: Cukup jelas

. Yang dimaksud dengan Nilai Jual adalah harga

jual sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN)

: Cukup Jelas

: - Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

dikenakan atas nilai jual bahan bakar
Kcndaraan Bermotor.

Dengan demikian, harga eceran bahan bekar
Kendaraan Bermotor sudah memperhitungkan
tarip pajak ini. |

- Dalam hal harga jual Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor sudah termasuk PPN dengan tarif
10 % (sepuluh persen) dan PBB-KB dengan
tarif 5 % (lima persen) maka nilai jual dihitung
sebagai perkalian 100/115 (seratus per seratus
lima belas) dengan harga jual.

~ Hasil ...
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Pasal 7 s/d 15

Pasal 16

Ayat (1)

- Hasil penghitungan pokok IBB-KB yang
terhutang per liter dinyatakan dalam rupiah
dengan pembulatan 2 ( dua ) angka dibelakang
koma.

Contoh :

Harga jual premium Rp. 1.600,- per hter
termasuk PPN dan PBB-KB.

Pokok PBB-KB yang terutang per hter
= 5 % x 100/115 x Rp. 1.600,- = 5/115 x
Rp. 1.600,- = Rp. 69,565 maka dibulatkan
menjadi Rp. 69,57.

: Cukup jelas

: Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat

keletapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri.
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ditujukan
kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh
ketiduk benaran  dalam  pengisian  Sural
Pemberitahuan Pajak Daerah atau karena
ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan
oleh Wajib Pajak.

. Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada

Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan surat
ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, surat
ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar Tambahan
atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil hanya
terhadap kasus - kasus tertentu seperti tersebut
dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya

- terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata - nyata

atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak
memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban
material

Wajib Pajak berdasarkan hasil pemcriksaan
Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang
terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak, maka kepala Daerah dapat
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
Yang dimaksud dengan penectapan pajak secara
jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang
yang dilasanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau
keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2) s/ (5) ...
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Ayat (2)s/d (5)

Pasal 17

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal 18 5/d25

Pasal 26

Pasal 27 s/d 36

. Cukup jelas

- Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan baik

terhadap Wajib Pajak yang melakukan kewajiban
Pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap
Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban Pajak
yang di pungut . '

- Cukup Jelas

. Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak

yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh
tempo pembayaran atau terlambat dibayar.

- Cukup jelas.
. Cukup jelas

. Pembagian  Hasil Penerimaan  Pajak

diperhitungkan dari realisasi penerimaan setelah
dikurangi biaya pemungutan.

- Cukup jelas
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